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ABSTRAK

CATATAN

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa
Pemilu antara Pemohon a.n. Iskandi dan Termohon KPU Provinsi Sulawesi Tengah
dengan Objek Sengketa Proses adalah Keputusan Nomor 98/KPTS-Prov-
024/V1/2013. Atas Perkara tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Berwenang
Menyelesaikan Sengketa Pemilu dengan mengacu pada Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan

Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Putusan Kesepakatan Perdamaian Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara
Musyawarah dan Mufakat Nomor 03/Penyelesaian Sengketa/VI/2013 memuat
Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, Pokok Permohonan yang pada
pokoknya mempermasalahkan Berita Acara Nomor 251/BA/VI/2013 Tentang
Pembahasan Surat dari Panwaslu Kabupaten Tolitoli mengenai penerusan
pelanggaran Administrasi Pemilu tentang DCS dari Partai Hanura, Pendirian
Pemohon, Pendirian Termohon dan Kesepakatan Para Pihak bahwa Termohon dan
Pemohon bersepakat untuk melakukan perbaikan terhadap penempatan caleg
nomor urut 7, 8, atau 9 di daerah pemilihan 3 (Baolan) dengan cara menarik salah

satu Caleg tersebut di atas.

Putusan Kesepakatan ini dibuat, pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2013.
Mediator Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah pada

Perkara ini Zaidul Bahri Mokoagow.



